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PUTUSAN
Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Klp
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUALA PEMBUANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara
cerai gugat antara :

Penggugat, NIK 620******Q1, tempat tanggal lahir Kuala Pembuang, 20

Januari 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Karyawan Honorer, tempat kediaman di Jalan ******
Kabupaten Seruyan, sebagai Penggugat;
melawan
Tergugat, NIK 620******Q5, tempat tanggal lahir Kuala Pembuang, 01
Juli 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Karyawan Honorer, tempat kediaman di Jalan ******

Kabupaten Seruyan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Januari 2023
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan

Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Klp, tanggal 17 Januari 2023 telah mengajukan

gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah yang menikah pada tanggal
19 Maret 2011 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama
Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Nomor: ***/**/[[|/2011
tertanggal 21 Maret 2011
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2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah orang tua Penggugat di Jalan ****** Kabupaten Seruyan, selama
kurang lebih 5 (lima) tahun, kemudian pindah ke kontrakan di Jalan ******
Kabupaten Seruyan. Selanjutnya kembali tinggal di rumah orang tua
Penggugat di Jalan ****** Kabupaten Seruyan, Selama pernikahan tersebut
Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami
istri (ba'da dukhul), telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
2.1.ANAK-1, lahir di Kuala Pembuang, tanggal 22 September 2011,
2.2.ANAK-2, lahir di Seruyan, 19 Maret 2020;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam
keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2011 rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi
perselisihan, dan pertengkaran yang disebabkan;

3.1. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada anak
dan Penggugat;

3.2. Tergugat sering berbohong masalah keuangan;

3.3. Tergugat tidak pernah mengimami Penggugat dalam hal sholat:

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Agustus 2022
yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sekarang Tergugat
tinggal di rumah Jalan ****** Kabupaten Seruyan, Sedangkan Pemohon
tetap bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Jalan ****** Kabupaten
Seruyan dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak
ada hubungan lagi layaknya suami istri;

5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut
mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada
kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina
rumah tangga;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat merasa rumah tangganya

sudah sulit untuk disatukan dan perceraian adalah jalan yang terbaik;
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8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang c.q. Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang
amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan
dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat dan
Tergugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah
tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat
untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Eko
Apriandi, S.H.) tanggal 01 Februari 2023, ternyata proses mediasi dalam
perkara ini tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah
tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan
perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat
gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat
tanpa perubahan;
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Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan
jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

— Bahwa pada posita gugatan angka 1 dan 2 adalah benar;

— Bahwa pada posita gugatan angka 3 adalah benar namun tanggal dan
bulan pastinya Tergugat lupa;

— Bahwa pada posita gugatan angka 3.1 Tergugat sebagai karyawan honorer
dengan gaji Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), masih harus membayar
angsuran koperasi sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang
digunakan untuk keperluan rumah tangga, lalu sisa dari gaji tersebut
diserahkan kepada Penggugat.;

— Bahwa pada posita gugatan angka 3.2 benar Tergugat pernah berbohong
mengenai keuangan dengan maksud agar Tergugat masih dapat pegang
uang untuk keperluan membeli rokok, setelah sebagian uangnya
diserahkan kepada Penggugat;

— Bahwa pada posita gugatan angka 3.3 adalah benar, karena Penggugat
tidak mengajak Tergugat shalat berjamaah, Terguguat lebih sering shalat di
masijid;

— Bahwa pada posita gugatan angka 4 adalah benar, Tergugat bertanya
kepada Penggugat karena Penggugat melakukan video call dengan laki-laki
lain yang diakui oleh Penggugat sebagai teman, lalu terjadi pertengkaran
antara Tergugat dan Penggugat yang kemudian Penggugat mengusir
Tergugat dan anak keluar dari rumabh;

— Bahwa pada posita 5, 6, 7 dan 8 Tergugat masih ingin bisa rukun kembali,
dan keberatan untuk bercerai;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan
replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

— Bahwa mengenai uang yang diberikan oleh Tergugat dari sisa gajinya
seringkali diminta lagi oleh Tergugat. Mengenai pinjaman di koperasi,
pinjaman tersebut dibagi dua dengan teman Tergugat dengan maksud
untuk modal usaha pertanian yang angsuran perbulannya lebih dari
Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
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— Bahwa Tergugat seharusnya tetap jujur mengenai keuangan, karena
apabila Tergugat meminta uang rokok pun Penggugat selalu memberikan;

— Bahwa Penggugat tidak pernah mengusir Tergugat dan anak dari rumah,
tapi Tergugat keluar sendiri. Pada bulan November 2022, Tergugat datang
ke rumah dan mengajak Penggugat berhubungan suami istri dan Pengugat
mau melayani Tergugat karena kewajiban sebagai seorang istri dengan
harapan Tergugat akan berubah, namun ternyata tetap tidak berubah;

— Bahwa Penggugat sudah sering mengajak Tergugat untuk shalat
berjamaah, namun Tergugat selalu menjawab belum siap jadi imam;

— Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik
secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap mempertahankan
sebagaimana dalam jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ***/**/[[I/2011 yang dikeluarkan oleh
Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan,
Tanggal 21 Maret 2011. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah
dicap pos dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P;
B. Bukti Saksi
1. SAKSI-1, tempat tanggal lahir Sembuluh, 25 Desember 1959, agama
Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
bertempat tinggal di Jalan ****** Kabupaten Seruyan. Di bawah
sumpahnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah ibu kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah
tahun 2011 dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat
telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah

tangga di rumah saksi (orangtua Penggugat) di Jalan ****x*
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Kabupaten Seruyan, kemudian pindah ke kontrakan di Jalan ******
Kabupaten Seruyan. Selanjutnya kembali tinggal di rumah saksi,
sampai akhirnya berpisabh;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun
2012 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat
memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar
karena persoalan tersebut, saat Penggugat dan Tergugat tinggal di
rumah saksi;

- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, terakhir saksi
mencoba mendamaikan pada bulan Februari 2022 dengan memanggil
pula keluarga Tergugat, namun Tergugat malah menyerahkan
Penggugat kembali kepada orang tua Penggugat;

- Bahwa pada bulan November 2022, Penggugat dan Tergugat
berpisah tempat tinggal. Tergugat telah pergi meninggalkan tempat
kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat,
sedangkan Penggugat tetap bertempat tinggal di rumah orang tua
Penggugat. Sehingga sampai sekarang keduanya tidak pernah
berkumpul lagi layaknya suami istri;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak
pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa dari pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan
Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan kejadian
berpisahnya Penggugat dan Tergugat terakhir ini adalah yang kedua
kalinya;

2. SAKSI-2, tempat tanggal lahir Kuala Pembuang, 14 September 1988,
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat
tinggal di Jalan ****** Kabupaten Seruyan. Di bawah sumpahnya saksi

memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:
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- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah kakak kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang
menikah pada bulan Maret 2011 dan dari perkawinan tersebut
Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah
tangga di rumah orangtua Penggugat di Jalan ****** Kabupaten
Seruyan, kemudian pindah ke kontrakan di Jalan ****** Kabupaten
Seruyan. Selanjutnya kembali tinggal di rumah orang tua saksi,
sampai akhirnya berpisah;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 1 (satu)
tahun usia pernikahan sudah tidak harmonis, sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak
dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar
karena persoalan tersebut, saat Penggugat dan Tergugat tinggal di
rumah orang tua Penggugat dimana saksi juga tinggal disana;

- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, bahkan saksi
sudah menasihati Tergugat secara langsung karena saksi mengetahui
sifat Penggugat sebagai adik saksi;

- Bahwa pada bulan November 2022, Penggugat dan Tergugat
berpisah tempat tinggal. Tergugat telah pergi meninggalkan tempat
kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat,
sedangkan Penggugat tetap bertempat tinggal di rumah orang tua
Penggugat. Sehingga sampai sekarang keduanya tidak pernah
berkumpul lagi layaknya suami istri;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak
pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa dari pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan

Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan kejadian
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berpisahnya Penggugat dan Tergugat terakhir ini adalah yang kedua
kalinya;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh
Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan mencukupkan keterangannya,
sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapan ataupun keberatan atas
keterangan saksi Penggugat tersebut;

Bahwa dipersidangan Tergugat telah diberi kesempatan oleh Majelis
untuk mengajkan alat bukti, namun Tergugat tidak mengajukan alat bukti
apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara
lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon
putusan;

Bahwa Tergugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada
pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya dan keberatan untuk bercerai
dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis
Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang
perkara ini dan selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak

terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pada hari persidangan
yang telah ditentukan telah ternyata hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat
disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan cerai yang
dilakukan oleh istri terhadap suami yang berdomisili di wilayah hukum
Kabupaten Seruyan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi
absolut Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Kuala Pembuang
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berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa,
mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara a quo, Penggugat
mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah,
yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan
perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan
Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 73 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal
20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 132
ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan
hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (persona standi
in judicio);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di
persidangan dan berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah memerintahkan
Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi dengan Mediator
Eko Apriandi, S.H. salah seorang Hakim Mediator pada Pengadilan Agama
Kuala Pembuang, dan berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (2)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam,
dalam setiap persidangan Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan
kedua belah pihak yang berperkara supaya tetap mempertahankan keutuhan
rumah tangganya, akan tetapi upaya-upaya tersebut tidak berhasil;

Dalam Pokok Perkara
Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di

atas, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah
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tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan
September 2011, disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah
yang layak kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat sering berbohong
masalah keuangan, Tergugat tidak pernah mengimami Penggugat dalam hal
sholat. Puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus 2022, Penggugat dan
Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah
kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat
telah memberikan jawaban secara lisan yang dilanjutkan dengan tahap replik
dan duplik sebagaimana dalam duduk perkara, yang pada pokoknya, Tergugat
mengakui dalil-dalil mengenai hubungan hukum, adanya keturunan, adanya
perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, kecuali terkait penyebab
ketidakharmonisan yang oleh Tergugat diakui namun secara berkualifikasi,
dimana hutang yang diambil oleh Tergugat adalah untuk memenuhi keperluan
rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga, dan terhadap petitum perceraian
Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim
menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukannya gugatan cerai ini adalah
karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu
adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan
tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan
alasan dasar tersebut, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 116 huruf (f) dan Pasal
134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut:
(1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran

tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali.
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(3). Pengadilan dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan kedua
belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis
Hakim memberikan beban pembuktian (burden proof) kepada Penggugat guna
membuktikan dalil keretakan hubungan rumah tangganya dengan Tergugat
sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg.;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah berkode
(P) dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI-1 dan
SAKSI-2. Atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan
sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa
fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diberi kode (P) telah dicocokkan dan sesuai
dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dicap pos, Majelis Hakim menilai
alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai junctis Pasal 3
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014
tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut
merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg.
juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut
memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en
bindende bewijskracht). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 4, 5
dan 6 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan
Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah pada tanggal 19 Maret 2011 dan
sampai saat ini belum bercerai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan
2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga dan orang-orang dekat dengan

Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah

Halaman 11 dari 19 halaman putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Klp

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum
untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah
dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut
undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih
dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai
saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah
memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara
langsung menjelaskan bahwa sejak usia 1 (satu) tahun pernikahan, rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Terguguat tidak dapat
memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat. Puncak perselisihan terjadi
pada bulan November 2022, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal,
Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, tidak pernah kembali
sampai sekarang sehingga Tergugat dan Penggugat tidak lagi menjalankan
kewajiban sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah
memberikan keterangan yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri, bersumber
dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian, dan tidak bertentangan satu
sama lain, serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka
keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat
bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh
Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, maka karena sifat
pembuktian saksi adalah bebas (vrij bewijskracht), Majelis Hakim berpendapat
bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat patut untuk diterima
dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah diberikan kesempatan untuk
membuktikan dalil-dalil jawabannya telah ternyata tidak mengajukan alat bukti

apapun di persidangan;
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Fakta Hukum
Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir gugatan

Penggugat dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, maka

Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah,
menikah tanggal 19 Maret 2011 dan sampai saat ini belum bercerai;

2. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah bergaul
sebagaimana layaknya suami istri, dan dari perkawinan tersebut Penggugat
dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

3. Bahwa sejak 1 (satu) tahun usia pernikahan, rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah tidak harmonis, karena terjadi perselisihan dan
pertengkaran secara terus menerus diantara kedua belah pihak yang
disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak
kepada anak dan Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan November 2022, Penggugat dan Tergugat sudah
berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman
bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang, selama berpisah
Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

5. Bahwa usaha damai dari keluarga kedua belah pihak dan melalui Majelis
Hakim di persidangan telah dilakukan, namun usaha tersebut tidak berhasil
dan Penggugat sampai tahap kesimpulan tetap pada pendiriannya ingin
bercerai dengan Tergugat;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam gugatan Penggugat dimana
Penggugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatanya untuk
bercerai dengan Tergugat sebagaimana petitum angka 2, disebabkan karena
rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada
harapan untuk rukun yang dikaitkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam
persidangan, Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut;
Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui
bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis,

terlihat dari fakta antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara
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terus menerus karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak
kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terbukti bahwa
permasalahan tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan
Penggugat dan Tergugat, yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan
Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2022 hingga saat ini,
dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan
kewajiban sebagai suami istri. Hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 32
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 78
Kompilasi Hukum Islam yang memerintahkan suami istri untuk hidup pada
tempat kediaman bersama agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban
sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh
hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur
keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta
Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, menunjukkan bahwa
telah terjadi perselisihan yang tajam dan berkelanjutan diantara kedua belah
pihak dan hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar
dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri selalu berkomitmen untuk
hidup bersama dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa, “Perkawinan adalah ikatan lahir
batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan
membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan
ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu
unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan lahir batin yang
kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan
adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga
kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir batin yang didasari
kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah
tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan

perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang
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sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat tidak menunjukan
i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan berumah tangga bersama
Tergugat, dan selama persidangan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat
supaya berusaha rukun kembali, namun Penggugat tetap pada keputusannya
untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini menunjukan bahwa Penggugat sudah
tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan
Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan yang
dipaksakan dalam artian salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan
kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk
mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan
rahmah, dan Majelis Hakim menilai perceraian lebih maslahat untuk kedua
belah pihak dibandingkan meneruskan perkawinan itu sendiri, sebagaimana
kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

Hlaadl qla o adla auldall ¢ 0

Artinya:  “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik
kemaslahatan”

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin
meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan kedua belah pihak sudah
berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2022 yang lalu setelah Tergugat
menyerahkan kembali Penggugat kepada orang tuanya, menunjukkan bahwa
rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan
untuk hidup rukun lagi sebagaimana tujuan adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang
mengandung abstrak hukum bahwa apabila suami-istri berselisih, cekcok, hidup
berpisah (tidak dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak
berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan
fakta yang cukup untuk menunjukkan ketidakharmonisan, adanya perselisihan
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dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana
alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 juga
ditegaskan apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat
diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif
(mafsadah yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa
mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak,
perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka Majelis Hakim menilai secara yuridis unsur-unsur alasan perceraian
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Majelis Hakim juga mengambil
alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Mada Hurriyat al-Zaujaini Fi
al-Thalag, Jilid I, halaman 83 yang berbunyi:

Lo ey 2y oy Am gl slaal) (ol (en SN Gl QLY A1
Dl Y 5 3 e 35 ool Adayl ) mual Sung | e Vg al
aJ)axl) C}Jal_;ueﬂa\;m}qg}d\ Ol s g3 h\‘;sesgot oliza
Artinya: “Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah
dianggap goncang dan sudah tidak bermanfaat lagi nasehat
perdamaian serta hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa),
meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri

dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang
bertentangan dengan semangat keadilan”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Imam

Malik sebagaimana dikutip dalam kitab Figh al-Sunnah, Jilid Il, halaman 188,
sebagai berikut:

By Lo £I0Y) IS5 5301 il i sl s g5 Ay oaaldll (sl Lal se i 13a

4l dalla Lilk Lagin 7 3lal) e (i) Jae 5 Lagllial (a5 il ) 50 daa
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Artinya : “Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan
pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk
penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di
samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya
maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak
satu bain (bain sughra)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah pecah (broken down marriage) dan alasan perceraian yang dikemukakan
Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana
petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat diceraikan
berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119
ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan
dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka
bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa idah) selama tiga kali suci
(sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan pernikahan tersebut
ba’da dukhul sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155
Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib
menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain,
hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum
Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini
dibebankan kepada Penggugat;
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Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( Tergugat ) terhadap
Penggugat ( Penggugat );
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Kuala Pembuang pada hari Kamis, tanggal 16 Februari
2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1444 Hijriyah, oleh kami
Achmad Faroby, S.H.l.,, M.H.l. sebagai Ketua Majelis, Yusuf Bahrudin,
S.H.l. dan Eko Apriandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis,
Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan
dibantu oleh M. Misbahul Ulum, S.H.l., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri
oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I, Ketua Majelis,
Ttd. Ttd.
Yusuf Bahrudin, S.H.I. Achmad Faroby, S.H.l., M.H.I.

Hakim Anggota I,

Ttd.

Eko Apriandi, S.H.
Panitera Pengganti,
Ttd.

M. Misbahul Ulum, S.H.I.
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Perincian biaya:
1. PNBP :Rp 60.000,00

2. Biaya Proses :Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 250.000,00
4. Meterai :Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 395.000,00
(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Salinan putusan sesuai dengan aslinya,
Kuala Pembuang,...................
Panitera,

Rahsiannor Syam'ani, S.H.I.
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